PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG
KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka membangun Kompolnas yang
profesional, akuntabel, dan mandiri dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya, perlu
dilakukan penataan kembali mengenai susunan
organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian
anggota Komisi Kepolisian Nasional;

bahwa Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 tentang
Komisi Kepolisian Nasional dipandang sudah tidak
sesuai lagi dengan kebutuhan untuk mewujudkan
profesionalisme, akuntabilitas, dan kemandirian Komisi
Kepolisian Nasional sehingga perlu untuk
disempurnakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas
serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37
ayat (2) dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia, dipandang perlu menetapkan Peraturan
Presiden tentang Komisi Kepolisian Nasional;
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Mengingat:

Menetapkan:

1.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan
Disiplin  Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 4256);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOMISI
KEPOLISIAN NASIONAL.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Komisi Kepolisian Nasional yang selanjutnya disebut
Kompolnas adalah Lembaga Kepolisian Nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut Polri adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
selanjutnya disebut Kapolri adalah Pimpinan Kepolisian
Negara. Republik Indonesia dan penanggung jawab fungsi
kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14
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4.

(1)

(2)

(1)

(2)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

Anggota Polri adalah pegawai negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Pejabat Polri adalah anggota Polri yang berdasarkan
undangundang memiliki wewenang umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

BAB Il
KED UDUKAN

Pasal 2
Kompolnas merupakan lembaga non struktural, yang
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
berpedoman pada prinsip tata pemerintahan yang baik.
Kompolnas berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Presiden.

BAB 111
FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Fungsi

Pasal 3
Kompolnas melaksanakan  fungsi pengawasan
fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin
profesionalisme dan kemandirian Polri.
Pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan
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integritas anggota dan pejabat Polri sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

Kompolnas bertugas :

a.

b.

(1)

(2)

(3)

(1)

membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan
Polri; dan
memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam

pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Pasal 5
Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a, Kompolnas mengusulkan arah
kebijakan strategis Polri.
Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pedoman dalam penyusunan kebijakan teknis
Polri.
Penyusunan arah kebijakan Polri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan bersama dengan Polri.

Pasal 6
Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf b, Kompolnas memberikan pertimbangan
kepada Presiden atas hasil pemantauan dan evaluasi kinerja
terhadap :
a. Kapolri, dalam rangka memberikan
pertimbangan pemberhentian; dan
b. Perwira Tinggi Polri dalam rangka
memberikan pertimbangan pengangkatan Calon
Kapolri.
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(2) Penyampaian pertimbangan kepada  Presiden

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan
pemberhentian Kapolri.

Bagian Ketiga

Wewenang

Pasal 7

Dalam menjalankan tugasnya, Kompolnas berwenang untuk :

a.

(1)

(2)

mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan
pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan
dengan anggaran Kepolisian Negara Republik
Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Polri,
dan pengembangan sarana dan prasarana Polri;
memberikan saran dan pertimbangan lain kepada
Presiden dalam wupaya mewujudkan Polri yang
profesional dan mandiri; dan

menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai
kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

Pasal 8

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud
Pasal 7 huruf a dan huruf b, Kompolnas dapat meminta
data dan keterangan kepada Anggota dan Pejabat di
lingkungan Polri, instansi pemerintah, masyarakat
dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.

Anggota dan pejabat Polri sesuai dengan tugas dan
fungsinya memberikan data dan keterangan yang
diminta Kompolnas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangundangan.
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